DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
| PROVINSI SUMATEBA BARAT

Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751} 7059323 Padang 25133
http:/fwww.dprd-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 161/06/Pimp.2009

TENTANG
PROSEDUR TETAP PENANGANAN, PENERIMAAN
PENGADUAN DAN PENYANMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYVAT DAERAH PROVINST SUMATERA BAZAT

S DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA i:40AT

. Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dewan "erwakilen J2akyzt
° Daerah Provinsi Sumatera Barat, disntaranya berkewajiban nisiveras,
) . menghimpun, menampung dan mecnindaklanjuti pengaduan dan  aspirac

' masyarakat;

b. bahwa untuk tersclenggaranya dengin tertibt  penangman/penciimonn
pengaduan dan penyampaian aspirasi nusyarakat dalam beaiuk dovn aten
unjuk rasa kepada Dewan Perwakilan Rak yat Daerah Provinsi Sumate:: Baral,
dirasa perlu menerbitkan Prosedur Tctap ( Protap )} yang ditctapken calam
suatu Keputusan Pinpinan Dewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undany
Darurat Nomot 19 tahun 1957 tentang Peinbentukan Dacral dacrah Swelantn
Tingkat 1 Sumatera Ilarat, Jambi dan Riau scbagai Undimg-Usdhiag ¢
Lembaran Megara tahus 1958 Nomor 112 ) jo Peratiran Per-erintah Tvnor 24
tahun 1979, tentang Peinindahan lbukota Propinsi Dacrah Tingkat I fvratera
Barat dari Bukittinggi k Padang ( Lembavn Negara Tabun 1979 Neaop 44,
tambahan Lembatan Negoara Nomor 3146);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2008 tentang Partai Politik ( Lomharan
Negara Republik Indon¢sia Tahun 2008 Momor 2, tambahan Lembaran I Cgaid
Repubik Indonesia Nomuor 4801 );

3. Undang-Undang Nomor 10 Tohun 2008 tentang Pemilibar; Umum 2 o goin
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dowan Poivekilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua 2008 Newnor 51 :
tambahan Lembaran Neypata Republik Indoncsia Nomor 483¢ Y

4. Undang-Undang Nomcr 22 Tahun 2003 tenfang Susunan dan Kedisdukan
Majelis Permusyawarnian Rakyat, Dcwan Perwakilan Rakyat, Powan
Perwakilan Daeral dnn Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lombaran Negara
Tahun 2003 Nomor 92, tambahan I.embarnn Negara Nomor 4310 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Talum 2004 tentang Pembeaiukan Porssuran
Perundang-undangan ( Lembaran Megarn Tabun 2004 Nomor 5, tesvbihan
Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg Pemcrintzhan Dseral
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambzhan Lcmbaran Meoars
Nomor 4437); sebagaimana tclah diubah beberapa kali, terakhir cdengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Usneiang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Pemerintahan Daorab ( Levidaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2008 Nomor 59, tan:bahan Leofhoran
Negara Republik Indonczin Momor 4844 );




- ™~

Menetapkan :

7. Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler
dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Traerzh
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran MNegara
Nomor 4416), sehagaimana tclah diubah dengan Peraturan Peneerintah Momor
37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tihun 2005 Nomor 94, tambzhon
Lembaran Negara Nomor 4340 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penvusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembarain Negara
Tahun 2004 Nomor 91, tambshan [cmbaran Negara Nomor 4417 ),
sebagaimana tclab diubal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Talvs: 2005
( Lembaran Negara Tabun 2005 Nomor 130, tambahan Lembaran MNegara
Nomor 4569 );

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.23-613 Tahun 2004 tentang
Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Apggota Dewan  Porwakilan
Rakyat Dacrah Provinsi Sumatcra Barat;

10. Keputusan Mentcri Dalam Negern Nomor 161.23-628 ‘Tahun 2008 teniang
Peresmian Pengangkaian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proviusi
Sumatera Barat;

11. Peraturan Dacrah Provinsi Sumatcra Barat Nomor 7 Tahun 2007 icniang
Perubahan Atas Peraturan Dacrah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 'Yahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggots
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Sumatera Barat ( Lembaras
Dacrah Tahun 2007 Nomor 7 ),

. 12, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Seuktir Organisasi Tata Kerja
Sekretariat Dacrah dan Sckretariat Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah Provins:
Sumatcra Barat;

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerabh Provinsi Sumatein Baie:
Nomor.03/5B/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakiton Rakyai
Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagsimana telih diubah dengan Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Provin-i Sunaicra Batrot Nomor 27 Tahun
2007.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAE
TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN,PENERIMAAN
PENGADUAN DAN PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT HIIPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINST SUMATERZ
BARAT.

PPasal 1

Prosedur Tetap penanganan pencrimaan pengaduan dan  penyampaian anpirosd
masyarakat kepada Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Sumaiora Barat
sebagaimana terlampir pada Kcputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 1iacnid-
Provinsi Sumalcra Barat ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Pimpinan Dewan Pepwakilng
Rakyat Dacrah Provinsi Sumatcra Barat Nomor:20/SP. Pitnp/19% dmyat'* A tidak
berlaku lagi.



Pasal 3}
Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetupkan, dengan Kketeotuan apabila

dikemudian hari terdapat keckelirvan dalwsn  keputisan  ini akan  diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  Padang.
pada tanggal 2 Januari 2009

PRO SUMATERA BARAT

VIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH J
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H. LEONARDY HARMAINY

- Wakil Ketua,

-
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LAMPIRAN I: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
D;aza Al PROVINSI SUMATERA  BARAT  NOMOR:
LAl 2% TANGGALATANUARI 2009.
TENTANG: PROSEDUR TETAP PENANGANAN/PENERIMAAN
PENGADUAN DAN  ATAU PENYAMPAIAN  ASTIRASI
MASYARAKAT KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKVAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

TAHAP PERSIAPAN:

Bagian Umum Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat Daceah Provinsi Sumatern Barat scielah
menerima informasi dari pihak kcpolisian, baik sccara lisan inaupun surat resmi fentang adanya
rencana demo/unjuk rasa, meclaporkan/meneruskan ke Sckretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sekretaris Dewan mendisposisikan / memerintahkan Bagian Publikasi dan Informasi dan Bagian
Umum untuk mengambil langkah-langkah scsuai tugas dan fungsinya.
Bagian Publikasi dan Informasi mclaksanakan koordinasi dengan:
a.  Pihak kepolisian menyangkut pengamanan.
b. Bagian Umum menyangkut :

- Pengerahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja membantu kepolisian

- Penyediaan sound system dan ruangan pertemuan

- Menginformasikan kepada anggota Dewan mclalui alat pengeras suara teatang

rencana kedatangan sckaligus memberitnhukan pengosongan halaman parkir depan
kantor Dewan P"erwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatcra Barat.

¢.  Media massa untuk peliputan / pemberitaan.
Dalam hal Sekretariai Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Sumatera Barat tidal
diinformasikan oleh pihak kepolisian dan atan pihak pengunjuk rasa tcntang rencana
pelaksanaan unjuk rasa / demo terschut sebelumnya, maka pada saat kedatangan pihak
kepolisian ke gedung Dcwan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Sumatcra DBarsi, Polis:
Pamong Praja Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Sumnatcra Barat agar cesegera
mungkin melaporkan kepada Bagian "ublikasi dan lformasi dun Bagian Umnum, scianjuinya
Bagian Publikasi dan Informasi mclaporkan kepada Sekrctaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah PProvinsi Sumatera Barat setelah macndapatkan informasi lengkap dari kepolisian.

II. TAHAP PELAKSANAAN:

1.

2.

Petugas dari Bagian Publikasi dan Informasi menciui Pimpinan / koordinator lapangan demo /
pengunjuk rasa untuk mengisi formulir / blangko data identitas yang telah disediakan.
Selanjutnya Pejabat Bagian Publikasi dan informasi menyampaikan / meneruskan data /
identitas beserta tuntutan para pendemo / unjuk rasa ke Sckretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditcruskan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat. )
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi Sumatera Barat akan mendisposisikan /
memerintahkan komisi / gabungan komisi dan alat kelengkapan Dcewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatcra Barat latnnya yang terkait, untuk mendampingi dan atau langsung
melayani pengunjuk rasa / demontrasi.

Apabila para demonstrasi / pengunjuk rasa ingin melaksanakan dialog dengan Pimpinan dan
atau anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang rclevan,
sedangkan ruang tidak cukup untuk menampungnya, maka Pejabat / petugas Bagian Fublikas:
dan Informasi melakukan negosiasi dengan Pimpinan / koordinator lapangan demcnstran /
pengunjuk rasa agar pertemuan / dialog cukup dihadiri perwakilan maksimil 20 orany. spabili:
Jumlah demonstrasi / pengunjuk rasa lebih dari 100 orang, namun perwakilan cukup 10 orang,
apabila jumlah demonstrasi / pengunjuk rasa dibawah 100 orang.



5.

6.

Sementara itu, Bagian Umum mcnyiapkan ruangan dan sound systcm untuk kebutuhas: dialog /
pertemuan tersebut, termasuk snack jika memungkinkan.

Dalam bal tidak satupun Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat yang berada ditempat, karena imclakukan tugas diluar kantor scperti melakukan
reses, maka Sckretaris Dewan Perwakifan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sctelah
mendapat perintah lisan melalui tclepon dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Baral, dapal mencrima/menampung aspirasi para demonstran/peagunjuk
rasa, untuk diteruskan ke Pimpinan Dewan atau Pimpinan Fraksi yang relevan.

Selama Pimpinan dan atau Anggota, dan atau Sckretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerab
menerima/menampung aspirasi demon: »uan/pengunjuk rasa, Baginn Publikasi dan Informasi
tetap mendampingi.

III. TAHAP PASCA DEMO / UNJUK RASA.

1.

Bagian Publikasi dan Informasi dan atau Bagian Umum, menemui koinandan lapangan
keamanan dari kepolisian, untuk menyampaikan ucapan terima kasib, dan jika memungkinkau:
disertai penyediaan makan bagi seluruh anggota k. cpolisian yang diturunkan saai itu.

Bagian Publikasi dan Informasi membuat laporan penanganan / penerimaan demo / peogunjulk
rasa dan resume hasil dialog kepada Pimpinan Dewan T'erwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat, melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
jika diperlukan dapat juga membuat reliese berita untuk mcdia massa.

Bagian Umum melakukan normalisasi kembali lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Provinsi Sumatera Barat seperti penataan ruang kembali, kebersihan lingkungan.
pengamanan dalam olch Satuan Polisi Pamong Praja, dan lain-lain.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 2 Januari 200G
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LAMPIRAN 2 : ARAN PROSEDUR TETAP PENANGANAN / PENERIMAAN AJPIRASI
MASYARAKAT KEPADA DPRD PROVINS| SUMATERA BARAT

PEMPINA'\I DPRD
PROV. SUMBAR

T T BN | ‘\'iii‘m'-_iir" TR T

SEKRETARIS DPRD [  KemisiiGrs |
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= Garis Prosedural
= Garis Penugasan
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